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PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

a.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Bahwa standar pelayanan Pajak Daerah merupakan jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang
berhak diperoleh setiap wajib pajak secara minimal dalam
penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan
pendapatan daerah;

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib
menetapkan Standar Pelayanan;

Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kapubaten
Lampung Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaga Negara Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi



Menetapkan
KESATU

KEDUA
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19.

Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/20/MPAN/04 /2006
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
:63/KEP/MPAN/7 /2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 171 Tahun 2016 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5918);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun
2024, Tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Nomor 58);

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2024
tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Reklame;

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2024
tentang Tatacara pengelolaan Pajak Air Tanah;

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2024
Tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta
Bentuk Sinergitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2024
tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Barang Tertentu;
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2025
tentang Tatacara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2025
Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Rangka
Penandatangaan Dokumen Adminitrasi Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2025
Tentang Insentif Fiskal Pelaku Usaha Hiburan;

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2025
tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaa dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Lampung
Timur untuk Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur;

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud, diktum KESATU
tercamtum dalam lampiran keputusan ini;




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU meliputi ruang lingkup :

Pelayanan PBB-P2;

Pelayanan Reklame;

Pelayanan Air Tanah;

Pelayanan Hotel,;

Pelayanan Pajak Makanan dan Minuman;

Pelayanan Penerangan Jalan/Tenaga Listrik;

Pelayanan Pajak Hiburan;

Pelayanan Pajak Parkir;

Pelayanan Pajak BPHTB;

. Pelayanan Pajak Minerba;,
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Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan
standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 27 Maret 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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Tembusan disampaikan kepada vth :

1. Bupati Lampung Timur dan;
2. Wakil Bupati Lampung Timur (sebagai Laporan)

3. Arsip.




STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. PENDAHULUAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur merupakan
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan
target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama
dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat
dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Lampung
Timur yang telah ditetapkan. Dalam era globalisasi dengan lingkungan yang
selalu berubah mendorong timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perkembangan sistem
pemerintahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat,
yang mengharuskan terwujudnya Kkepemerintahan yang baik (good
governance), sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan
terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna. Good Governance yang
bercirikan antara lain demokratis, desentralistik, transparan serta
pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya sistem akuntabilitas pada
seluruh jajaran aparat, baik di Pusat maupun di Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur memiliki visi
Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Akuntabel Menuju
Struktur Pendapatan Yang Kuat dan Mandir. Sebagai sumber pendanaan
yang utama dalam menunjang pembangunan Kabupaten Lampung Timur
yang berwawasan budaya dengan keharmonisan dan keseimbangan secara
berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur memiliki misi sebagai berikut:

» Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.
» Mewujudkan Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi

Peningkatan Pendapatan Daerah.

» Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah Yang Cerdas, Sehat, Produktif Dan

Inovatif.

» Mewujudkan Kesadaran, Kepatuhan Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam

Membayar Pajak.

B. STANDAR PELAYANAN
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur melayani 10
(Sepuluh) jenis pelayanan dengan 14 (empat belas) Komponen Standar
Pelayanan, yaitu:

1. Jenis-Jenis Pelayanan

- Pelayanan PBB-P2
Pelayanan Pajak Reklame
Pelayanan Pajak Air Tanah
Pelayanan Pendaftaran Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir
Pelayanan BPHTB (SSPD BPHTB, Verifikasi dan Validasi BPHTB,
Verifikasi NOP SPPT)
Pelayanan Pajak Minerba

2. Komponen Standar Pelayanan
Dalam memberikan pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Timur menetapkan dan menerapkan komponen Standar
Pelayanan yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :




1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery), meliputi :

a. Persyaratan
Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat
dipenuhi baik teknis maupun administrasi, agar memperhatikan
prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas
artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan
serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan kepastiannya.
Persyaratan terlampir.

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur
adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap
jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan
mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operating
Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan
akuntabilitas. Sistem, Mekanisme dan Prosedur terlampir.

c. Jangka Waktu Penyelesaian
Jangka waktu dan penyelesaian penyelenggaraan pelayanan di
Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

d. Biaya / Tarif
Seluruh penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tidak dipungut biaya
(gratis), kecuali pada Layanan Permohonan Publikasi (pelayanan
permohonan gratis, tetapi biaya publikasi sesuai media).

e. Produk Pelayanan
Produk pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 9 (sembilan) produk
pelayanan.

f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap
penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lampung Timur menggunakan Telepon (0725)
625014; Website bapenda.lampungtimurkab.go.id; Email
bapendalampungtimun@gmail.com; Instagram bapenda.lamtim.

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Manufacturing), meliputi :

a. Dasar Hukum
Dasar Hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan |/

penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui
batasan, posisi dan sanksinya.

b. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan
fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana,
prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan

pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabuapten
Lampung Timur.



c. Kompetensi Pelaksana
Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, didukung pegawai
yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), tenaga kontrak dan
tenaga harian lepas (THL). Di samping itu juga harus pernah
mengikuti Bimbingan Teknis atau memiliki kompetensi atas
pelayanan yang diberikan.

d. Pengawasan Internal
Untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat
berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan
yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Timur dalam memberikan pelayanan, mengadakan
pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh
pimpinan atau atasan langsung pelaksana. Dari hasil pengawasan
langsung terhadap pelayanan apabila terjadi atau ditemukan
masalah langsung diadakan rapat untuk dicarikan solusi sehingga
masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pengawasan ini sangat perlu
dilakukan secara terus menerus untuk mencegah terjadi
kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun iklim dan
budaya kcrja yang tecrtib, taat azas, mcngembangkan ctos kerja,
disiplin dan produktif.

e. Jumlah Pelaksana
Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, didukung pegawai
sebanyak 102 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS)
sebanyak 40 orang, dan tenaga harian lepas 62 orang.

f. Jaminan Pelayanan
Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat
berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
menetapkan maklumat pelayanan yang berisikan pernyataan
kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dengan menetapkan dan menerapkan maklumat yang berisikan
tentang pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan
pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan maklumat
dan kompensasi pelayanan tersebut di atas berarti pimpinan
berkomitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari
bahaya dan resiko keragu-raguan.

h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sangat diperlukan baik
secara periodik dan berkesinambungan, tujuan untuk mengetahui
kondisi perkembangan dan mengukur perkembangan dan
keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan
dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya
dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pelayanan.




JENIS PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG

TIMUR

I. Pelayanan PBB-P2 Data Baru, Mutasi/ Pemecahan, Pembetulan, Pembatalan,
Keberatan, Salinan dan PBB P2 BPHTB.

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian

Pelayanan (Service Delivery)

2. Mutasi/ Pemecahan

3. Pembetulan,
Pembatalan,
Keberatan dan

pengurangan

No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
1. Data Baru 1. Photo copy KTP

2. Photo copy KK

3. Photo copy Sertipikat Kepemilikan Tanah

4. Photo copy IMB (jika ada)

5. Photo copy Akte Jual Beli/ Photo copy SSPD
BPHTB/ Photo copy Akta Waris/ Photo copy
Akta Hibah/ Photo copy Akta Pembagian Hak
Bersama/ Photo copy Risalah lelang

6. Mengisi Form Data Baru (Permohonan
Pendaftaran Baru, SPOP, LSPOP (jika ada
bangunan))

7.Mengisi Formulir Berkas Pernyataan (Surat
Pernyataan, Surat Keterangan, Sket/ Gambar
Obyek Pajak) dan Surat Ukur Tanah (bila tidak
memiliki Sertipikat Kepemilikan Tanah)

1. Photo copy KTP

2. Photo copy KK

3. Photo copy Sertipikat Kepemilikan Tanah

4. Photo copy IMB (jika ada)

5. Photo copy Akte Jual Beli/ Photo copy SSFD
BPHTB/ Photo copy Akta Waris/ Photo copy
Akta Hibah/ Photo copy Akta Pembagian Hak
Bersama/ Photo copy Risalah lelang

6. Mengisi Form Data Mutasi (LHP, Permohonan
Mutasi, SPOP, LSPOP (jika ada bangunan))

7. Membawa SPPT terbaru

8. Lunas PBB

9. Mengisi Formulir Berkas Pernyataan (Surat
Pernyataan, Surat Keterangan, Sket/ Gambar
Obyek Pajak) dan Surat Ukur Tanah (bila tidak
memiliki Sertipikat Kepemilikan Tanah)

. Photo copy KTP

. Photo copy KK

. Photo copy Sertipikat Kepemilikan Tanah

. Photo copy IMB (jika ada)

. Mengisi Form (LHP, Permohonan
Pembetulan/ Pembatalan/ Keberatan, SPOP,
LSPOP (jika ada bangunan))

. Membawa SPPT terbaru

. Lunas PBB

. SK Pensiun /SK veteran /SK pemgurangan
sebelumnya jika sudah pernah mengajukan .

9. Mengisi Formulir Berkas Pernyataan (Surat

Pernyataan, Surat Keterangan, Sket/ Gambar
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Obyek Pajak) dan Surat Ukur Tanah (bila
tidak memiliki Sertipikat Kepemilikan Tanah)

1. Sistem dan Proses
Mekanisme Penyelesa
Data Baru

Keberatan Sistem dan
Mekanisme

Proses Pembetulan,
Pembatalan,

1.Petugas Pelayanan menyerahkan berkas
permohonan PBB-P2 data baru ke Kasubid
Pendataan Pendapatan Daerah

2.Ka.Subid Pendataan Pendapatan Daerah
memeriksa dan meneliti pengajuan berkas
untuk disetujui, diproses dan diketahui Ka.
Bid Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan
Daerah

3. Petugas Input Data akan melakukan input
berdasarkan Berita Acara Penelitian Kantor/
Berita Acara Penelitian Lapangan dan sesuai
isian SPOP dan L.SPOP, dimasukan dalam
SIBADAK online.

4.Data yang telah terinput oleh petugas
penetapan akan diupdate untuk menentukan
ketetapan PBB-P2, selanjutnya berkas
diajukan ke Kasubid Pendaftaran dan
Penetapan dan Kasubid Sistem Pelayanan
Informasi untuk  diveritikasi dan
ditandatangani

5.SPPT PBB-P2 yang telah selesai diproses
diserahkan ke Wajib Pajak.

6. Pembayaran dapat dilakukan pada Iloket
BANK LAMPUNG yang berada pada kantor
BAPENDA Kabupaten Lampung Timur atau
Kantor Cabang BPD Lampung dimana saja,
atau melalui Indomart, Alfamart, Tokopedia
dan Bumdes.

Petugas Loket Pelayanan menyerahkan berkas :

1. Permohonan Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan, Mutasi, Pemecahan,
Penggabungan, ke Kasubid Sistem dan
Pelayanan Informasi

2. Kasubid Sistem Pelayanan Informasi
menyerahkan berkas ke Kasubid
Keberatan untuk diteliti dilengkapai

3. Selanjutnya berkas diserahkah oleh
Kasubid Pengendalian Pendapatan Daerah
untuk Dilakukan Penelitian Lapangan

4. Hasil Penelitian Lapangan yang tidak
sesuai ditolak, yang sesuai dilanjutkan
proses pembuatan Surat Keputusan dan
dinaikan ke pimpinan. Mohon tanda
tangan pimpinan.

5. Turun dari pimpinan dan sudah ditanda
tangan, berkas diserahkan ke Bidang
Penetapan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya untuk di proses kasubid
Penetapan dan perencanaan
Selesai berkas dikembalikan ke Sistem.

Proses Berkas Mutasi

Pelayanan Informasi dan diserahkan ke Kasubid
Keberatan untuk diarsip.

1. Petugas pelayanan menyerahkan berkas ke
Kasubid Sistem dan Pelayanan Informasi ,
lanjut diteliti kelengkapan berkasnya oleh
Kasubid Keberatan dan berkas kemudian




4) Proses PBB/ BPHTB

5) Salinan Tahun Berjalan

Kasubid Keberatan dan berkas kemudian
ditanda tangan oleh Kepala Bidang
Pengendalian Evaluasi Pendapatan Daerah,
berkas yang tidak memenuhi persyaratan
dikembalikan ke pelayanan untuk dilengkapi.

2. Selesai berkas ditanda tangan, berkas
diserahkan ke petugas SIG (Sistem Informasi
Geografis) untuk proses pemetaan bidang,
kemudian diserahkan ke petugas bagian
input data dan ketetapan pajaknya disahkan
oleh Kasubid Pendaftaran dan Penetapan
dan Kasubid Sistem Pelayanan Informasi,
lanjut diarsip.

3. Berkas diserahkan ke Kasubid Keberatan,

kemudian berkas di indentifikasi
kelengkapannya lanjut mohon tanda tangan
pimpinan.

Formulir permohonan diteliti dan dilunasi
tagihan tahun berjalan.

Petugas penetapan mencetak Salinan SPPT
dengan pengesahan oleh Kasubid Pendaftaran
dan Penetapan.

Jangka Waktu Penyelesaian

1. Individu 1-2 Hari Kerja
2. Kolektif Maksimal 5 Hari Kerja

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB-P2

2. SK. NJOP

3. SK. Pembetulan
4, SK. Pembatalan
5. SK. Keberatan
6. SK. Restritbusi

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

1.Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Pengaduan Kantor Bapenda Kabupaten
Lampung Timur

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :

Telepon 0821-8115-3703 (Pajak BPHTB)

Website bapenda.lampungtimurkab.go.id

email bapendalampungtimun@gmail.com

Instagram bapenda.lamtim

oo




Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
No Komponen Uraian
7 |Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor
, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 58);
2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
Tahun 2025 tentang Tatacara Pengelolaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
Tahun 2025 tentang Tatacara Pengelolaan
Pajak Bumi dan Banguanan Perdesaan dan
Perkotaan;
8 | Sarana, Prasarana dan / | Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor, Server,
fasilitas Akses Internet
9 | Kompetensi Pelaksana Menguasai dan memahami kebijakan terkait
Reformasi Birokrasi
10 | Pengawasan Internal Pengawasan langsung dan pengendalian intern
yang dilakukan oleh pimpinan/ atasan langsung
pelaksana
11 | Jumlah Pelaksana -
12 | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan dan Maklumat Pelayanan
Keselamatan Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pelaksana

II. Pelayanan Pajak Reklame

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Service Delivery)

2) Perpanjangan

No Komponen Uraian
1 |Persyaratan Pelayanan
1) Data Baru 1. Photo copy KTP

2. Photo copy NIB (Nomor Induk Berusaha)

3. Mengisi Formulir pendaftaran dan
menandatangani

4. Photo konten/reklame dsb

5. Jumlah dan ukuran reklame

6. Surat Rekomendasi /1jin titik pemasangan

7. Nomor kontak person

8. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung
diluar Kab. Lampung Timur

1. Mengisi Formulir pendaftaran dan
menandatangani

2. Photo konten/reklame dsb

3. Jumlah dan ukuran reklame

4. Surat Rekomendasi /1jin titik pemasangan

5. Nomor kontak person




3) Tutup / Penghapusan
a. Double

b. Penghapusan karena
TUTUP

6. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung
diluar Kab. Lampung Timur

1. SKPD double

1. Surat permohonan dari WP
2. Berita acara lapangan
3. Bukti Foto Lapangan

Sistem dan Mekanisme
Penyelesaian

1. Petugas informasi (Front Office) mengarahkan
wajib pajak reklame ke ruangan khusus Pajak
Reklame.

2. Petugas Reklame menerima dan memberikan
penjelasan.

3. Petugas segera menginput data-data dan
menerbitkan SKPD

4. Jika data berubah disertai dengan Berita Acara
dilakukan pemeriksaan lokasi

5. SKPD segera ditandatangani oleh Kabid
Pengelolaan Pajak Daerah.

6. SKPD didistribusikan/diberikan kepada WP bisa
dilakukan pembayaran pada bank yang telah
ditentukan sebelum lewat tanggal jatuh tempo

7. Pembayaran dapat dilakukan pada loket BANK
LAMPUNG yang berada pada kantor BAPENDA
Kabupaten Lampung Timur atau Kantor Cabang
BPD Lampung dimana saja, atau melalui
Indomart, Alfamart, Tokopedia dan Bumdes.

a. Jangka Waktu
Penyelesaian berkas

b. Jangka waktu
peninjauan lapangan

Untuk pendaftaran baru proses penginputan 1-5
Hari Kerja, perpanjangan 20 menit persatu
konten reklame jika jaringan tidak ada gangguan

Untuk data baru prosés peninjauan lapangan
per-satu konten reklame S5 jam dan apabila
lebih dari 2 konten memerlukan 1 hari

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Pendaftaran Wajib Pajak Reklame
1.Penerbitan SKPD Reklame
2.Penerbitan SSPD setelah Pajak terbayar

Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Pengaduan Kantor Bapenda Kabupaten Lampung
Timur

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
a.Telepon 0852-69416726 (Pajak Hotel, Hiburan

& Reklame)
b.Website bapenda.lampungtimurkab.go.id
c. email bapendalampungtimur@gmail.com
d.Instagram bapenda.lamtim




Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No

Komponen

Uraian

asar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 58);

2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
27 Tahun 2024 tentang Tatacara
Pengelolaan Pajak Reklame;

Sarana, Prasarana dan/
fasilitas

Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor, Server,
Akses Internet

9

[Kompetensi Pelaksana

Menguasai dan memahami kebijakan terkait
Reformasi Birokrasi

10

Pengawasan Internal

Pengawasan langsung dan pengendalian intern
yang dilakukan oleh pimpinan/ atasan langsung
pelaksana

11

Jumlah Pelaksana

12

Jaminan Pelayanan

Maklumat Pelayanan

13

Jaminan Keamanan dan
[Keselamatan Pelayanan

Maklumat Pelayanan

14

valuasi Kinerja
elaksana

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)




III. Pelayanan Pajak Air Tanah

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian

Pelayanan (Service Delivery)

No

Komponen

Uraian

1

Persyaratan Pelayanan
1. Data Baru

2. Tutup

1. Photo copy KTP

2. Photo copy ijin pengusahaan air tanah

3. Foto Copy NPWP

4, Mengisi Formulir
menandatangani

5. Jumlah volume atau kubikasi air yang digunakan
oleh wajib pajak

6. Lampiran/Surat Rekomendasi

7. Nomor kontak person

8. Alamat/Email konfirmasi

pendaftaran dan

1. WP wajib melunasi pajak/tunggakan jika ada
2. Memeriksa ke lokasi secara langsung

3. Foto lokasi objek pajak

4. Membuat berita acara penutupan

Sistem dan Mekanisme
Pendaftaran

1. Petugas informasi (Front Office) mengarahkan WP
ke Kasubid Pengembangan

2. Petugas memberikan formulir pendaftaran

3. Petugas memberikan penjelasan dan persyaratan
lain yang dilengkapi

4. Petugas segera menginput data-data WP

5.Jika data berubah disertai dengan Berita Acara
dilakukan pemeriksaan lokasi

6. Pada bulan berikutnya diterbitkan dan ditetapkan
SKPD Air Tanah ditandatangani Kepala Bidang
dan sebelumnya diparaf Kasubid

7.SKPD Air Tanah didistribusikan ke wajib pajak
untuk selanjutnya dilakukan pembayaran ke BPD
Bali.

Jangka
Penyelesaian

Waktu

Mulai dari 1-5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

SKPD Air Tanah

(< 30 B

Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Pengaduan Kantor Bapenda Kabupaten
Lampung Timur .

Pengaduan Tidak Langsung melalui :

Telepon 0852-2684-0000 (Pajak ABT & MBLB)
Website bapenda.lampungtimurkab.go.id
email bapendalampungtimur@gmail.com
Instagram bapenda.lamtim

Rt o o




Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No Komponen Uraian

Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024
Nomor , Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 58);

2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30
Tahun 2024 Tentang Tatacara Pengelolaan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan serta Bentuk Sinergitas Pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan
Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan;

8 [Sarana, Prasarana dan/ [Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor, Server,
fasilitas ses Internet
9 [Kompetensi Pelaksana |[Menguasai dan memahami kebijakan terkait
Reformasi Birokrasi
10 |Pengawasan Internal Pengawasan langsung dan pengendalian intern
yang dilakukan oleh pimpinan/ atasan langsung
pelaksana
11 Jumlah Pelaksana
12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Maklumat Pelayanan
Keselamatan Pelayanan
14 |[Evaluasi Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pelaksana
IV Pelayanan Pajak Hotel
V  Pelayanan Pajak Makanan dan Minuman
VI Pelayanan Pajak Penerangan Jalan
VII Pelayanan Pajak Hiburan
VII Pelayanan Pajak Parkir

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Ide Komponen Uraian
| Persyaratan Pelayanan | Wajib Pajak membawa persyaratan sebagai
1. Pendaftaran berikut;

a.Foto copy KTP

b.Foto Copy NPWP

c. Foto Copy ijin usaha

d.SITU (Badan Usaha)

e. SIUP (Badan Usaha)

f. Photo tempat usaha (Badan Usaha)
g.Foto alamat email




2. Pelaporan bulanan
Wajib Pajak

1.SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
2.Laporan omset / potongan pajak

3. Rekapitulasi rekening listrik dan informasi
4.Rincian (PPJ)

Sistem dan Mekanisme
Penyelesaian

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di
atas kepada Bid. Penetapan (Pelayanan)

2.Petugas menerima dan memverifikasi berkas
persyaratan Wajib Pajak

3.Setelah berkas persyaratan lengkap, petugas
menginput data Wajib Pajak ke dalam
SIBADAK

4.Data Wajib Pajak yang diinput ke dalam
SIBADAK oleh petugas diterbitkan Kkartu
NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan
surat pengukuhan yang dikhususkan bagi wp
baru sebagai bukti bahwa WP tersebut telah
resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak dan proses
pendaftaran bagi Wajib Pajak yang
mendaftarkan badan usahanya telah selesai.

5.8edangkan untuk Wajib Pajak yang sudah
terdaftar, untuk wajib pajak parkir yang
memakai karcis parker wajib memporporasi
karcis parkir tersebut sebelum diedarkan.
Proses dilanjutkan dengan pelaporan SPTPD
yang di dalamnya tertera besaran ketetapan
pajak yang diperoleh dengan perhitungan dari
besaran laporan penghasilan Wajib Pajak.
Pelaporan SPTPD Pajak Hotel, Restoran, dan
Hiburan juga dapat dilakukan secara online
dengan terlebih dahulu melakukan registrasi
untuk mendapatkan password di loket
pelayanan.

6. Setelah SPTPD diterbitkan, Wajib Pajak yang
telah memiliki Cetak Tagihan yang berisi kode
pembayaran dapat membayarkan pajak
usahanya di loket pembayaran BPD Bali, juga
melalui transfer online menggunakan kode
pembayaran atau transfer ke rekening kas
daerah.

7.Wajib Pajak membayar pajak sesuai ketetapan
pajak yang tertera di SPTPD, selanjutnya WP
memperoleh SSPD (Surat Setoran Pajak
Daerah) sebagai bukti sah pembayaran
pajaknya tersebut

Jangka Waktu
Penyelesaian

Proses mulai dari menerima laporan hingga
selesai 1-5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
Surat Pengukuhan Wajib Pajak

Surat penunjukan Wajib Pungut Pajak
SPTPD

Surat Cetak Tagihan

SSPD

ST ON skl A3 e
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Rekonsiliasi PPJ

Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan

WP

s dh ol B

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan

Pengaduan Kantor Bapenda Kabupaten
Lampung Timur

Pengaduan Tidak Langsung melalui :

. Telepon 0852-6941-6726 (Pajak Hotel, Hiburan
& Reklame)

Telepon 0812-7342-1571 (Pajak PPJ)

Website bapenda.lampungtimurkab.go.id

email bapendalampungtimur@gmail.com
Instagram bapenda.lamtim

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Ide Komponen Uraian
7 Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
29 Tahun 2024 tentang Tatacara
pengelolaan Pajak Air Tanah;
2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
31 Tahun 2024 tentang Tatacara
Pengelolaan Pajak Barang Tertentu;
3. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
22 Tahun 2025 Tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Dalam  Rangka
Penandatangaan Dokumen Adminitrasi
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Kepada Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
23 Tahun 2025 Tentang Insentif Fiskal
Pelaku Usaha Hiburan;
8 Sarana, Prasarana Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor, Server,
dan/ fasilitas Akses Internet
9 Kompetensi Pelaksana | Menguasai dan memahami kebijakan terkait
Reformasi Birokrasi
10 | Pengawasan Internal | Pengawasan langsung dan pengendalian
intern yang dilakukan oleh pimpinan/ atasan
langsung pelaksana
11 | Jumlah Pelaksana E
12 | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan
dan Keselamatan
Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Ide Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pelaksana




IX. Pelayanan BPHTB (SSPD BPHTB, Verifikasi dan Validasi BPHTB, Verifikasi
NOP SPPT)

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Ide

Komponen

Uraian

Persyaratan Pelayanan
1. Verifikasi dan
Validasi
BPHTB

2 .Verifikasi NOP SPPT

1. Wajib Pajak melampirkan Photo copy KTP dan
KK

2. Melampirkan Foto copy SSP (PPH Pasal 21) dan
NPWP

3. Melampirkan Print Out PBB dan Tanda Lunas
PBB

4. Melampirkan Kwitansi atau Surat Pernyataan
Harga

5. Melampirkan Photo copy Sertifikat
Tanah/AJB/Surat Kepemilikan Tanah
(Dikeluarkan Kepala Desa)

6. Melampirkan Photo copy Surat keterangan
Kematian (Waris)

7. Melampirkan photo copy Surat keterangan Ahli
Waris dan Silsilah (Waris)

Photo copy KTP

Photo copy KK

Photo copy Sertipikat Kepemilikan Tanah
Photo copy IMB/ Gambar Lay out plan (jika
ada bangunan)

Mengisi Form Data Verifikasi (LHP, SPOP,
LSPOP (jika ada bangunan))

6. Membawa SPPT terbaru

7. Lunas PBB

8. Cetak screenshot sistem BPHTB

it

4

Sistem dan

Mekanisme

1. Pelayanan
Pembayaran
SSPD BPHTB

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut
diatas
kepada Kantor PPAT Lampung Timur

2.Petugas PPAT menerima berkas dari Wajib
Pajak.

3.Setelah lengkap petugas menginput data wajib
pajak ke dalam sistem e-BPHTB

4. Setelah data di input, menunggu persetujuan
kelengkapan berkas dari petugas BAPENDA
Lampung Timur.

5. Setelah disetujui, selanjutnya PPAT mencetak
SPTPD BPHTB dan wajib pajak membayar
ketetapan sesuai dengan data di SPTPD BPHTB
di loket pembayaran Bank BPD Lampung

6. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah
di sahkan oleh petugas Bank BPD Lampung.

1.Verifikasi dan
Validasi

2. Membuat tanda terima pendaftaran validasi
3. Berkas lengkap petugas memvalidasi SPTPD

1. Wajib Pajak membawa persyaratan atau
kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk
verifikasi dan validasi ke loket pelayanan.

BPHTB kemudian melakukan penomoran
dikolom penelitian validasi




2.Verifikasi NOP
SPPT

4. Setelah selesai SPTPD BPHTB di stempel atau
diverifikasi

5. Kemudian lembar 1 dan 5 SPTPD BPHTB
diserahkan ke WP sedangkan Ilembar 3
diarsipkan

1. Berkas pengajuan transaksi diupload melalui
notaris disistem SIBADAK. Atas ide sesuaian
data luas objek pajak dijawab oleh pelaksana
BPHTB untuk dilakukan verifikasi kembali
atas SPPT tersebut di pelayanan PBB-P2.

2. Hasil screenshot diajukan sebagai pelayanan
dan diteliti kembali untuk menindak lanjuti
ide sesuaian tersebut.

3. Wajib Pajak mengajukan berkas untuk
didaftarkan ke Petugas Pelayanan untuk
pengecekan berkas yang sudah sesuai
dengan persyaratan, selanjutnya berkas
permohonan verifikasi NOP BPHTB
diserahkan ke petugas Pemetaan (GIS)
disesuaikan luas tanah dengan sertifikat dan
bangunan sesuai dengan IMB.

4. Setelah dilakukan pemetaan, berkas disetujui
oleh Kasubid Sistem dan Pelayanan
Informasi. Selanjutnya berkas diserahkan ke
Kasubid Keberatan untuk memeriksa dan
meneliti pengajuan berkas untuk disetujui,
diproses dan diketahui Kabid Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

5. Petugas Input Data akan melakukan input
berdasarkan Berita Acara Penelitian Kantor/
Berita Acara Penelitian Lapangan dan sesuai
isian SPOP dan L.SPOP, dimasukan dalam
SIM PBB-P2.

6. Data yang telah terinput oleh petugas
penetapan akan diupdate untuk menentukan
ketetapan PBB- P2, selanjutnya berkas
diajukan ke Kasubid Pendaftaran dan
Penetapan dan Kasubid Sistem Pelayanan
Informasi untuk diverifikasi dan
ditandatangani kemudian diarsip.

7. SPPT PBB-P2 yang telah selesai diproses
diserahkan ke Wajib Pajak.

8. Pembayaran dapat dilakukan pada loket
BANK
PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG (BPD
Lampung) yang berada pada kantor
BAPENDA Kabupaten Lampung Timur atau
Kantor Cabang BPD Lampung dimana saja,
atau melalui transfer ke rekening kas daerah
nomor Pada Bank BPD Lampung dengan
catatan diakui pada saat diterima di Kas
Daerah

Jangka Waktu 1 (Satu) hari kerja untuk Pembayaran SPTPD
Penyelesaian BPHTB

2 (Dua) hari kerja untuk Verifikasi dan Validasi

SSPD PBHTB

5 (Lima) hari kerja untuk Verifikasi NOP SPPT
Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)




5 Produk Pelayanan SSPD BPHTB
6 Penanganan 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Pengaduan, Saran Pengaduan Kantor Bapenda Kabupaten
dan Masuken Lampung Timur
2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
a. Telepon 0852-6941-6726 (Pajak Hotel,
Hiburan & Reklame)
b. Telepon 0812-7342-1571 (Pajak PPJ)
c. Website bapenda.lampungtimurkab.go.id
d. email bapendalampungtimur@gmail.com
e. Instagram bapenda.lamtim
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Ide Komponen Uraian
T Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor Tahun 2025 tentang Tatacara
Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;
2. Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor Tahun 2025 tentang Tatacara
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
8 [Sarana, Prasarana dan/ [Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor, Server,
fasilitas Akses Internet
9 |Kompetensi Menguasai dan memahami kebijakan terkait
Pelaksana Reformasi Birokrasi
10 [Pengawasan Internal Pengawasan langsung dan pengendalian intern
yang dilakukan oleh pimpinan/ atasan langsung
pelaksana
11 Jumlah Pelaksana -
12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan [Maklumat Pelayanan
Keselamatan
Pelayanan
14 [Evaluasi Kinerja Ide Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pelaksana




R

X. Pelayanan Mineral Bukan Logam (Minerba)

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Ide

Komponen

Uraian

Persyaratan Pelayanan:
Pendaftaran
Permohonan

1. Mengisi Surat Permohonan/Formulir yang
berisi data omset

2. Atau nilai jual hasil tambang dalam satu
bulan.

3. Fc identitas diri KTP untuk Perorangan.

4. Formulir pendaftaran wajib pajak badan
untuk perusahaan

5.Data Pendukung transaksi (Menunjukkan
Volume atau tonase serta nilai jual hasil
pengambilan mineral.

6. Fc izin usaha atau izin usaha lainnya yang
relevan.

Sistem dan Mekanisme
Pelayanan Pendaftaran

1. Wajib Pajak Pendaftar ke loket BAPENDA
Untuk Mendapatkan NPWPD

2. Mengisi Formulir dan melengkapi dokumen
pendukung

. Berkas diterima dan di proses oleh
petugas/operator

. Proses penerbitan SKPD/SPTPD MINERBA

. SKPD/SPTPD selesai dan diserahkan ke
Wajib Pajak

W

wu

Jangka Waktu
Penyelesaian

1 (Satu) hari kerja untuk Pembayaran
SPTPD/SKPD

2 (Dua) hari kerja untuk Verifikasi Lapangan
3 (Lima) hari kerja untuk Penerbitan
SKPD/SPTPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

(=]

Produk Pelayanan

SKPD/SPTPD

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

3. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Pengaduan Kantor Bapenda Kabupaten
Lampung Timur

4. Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon 0852-2684-0000 (Pajak
Minerba)

b. Website
bapenda.lampungtimurkab.go.id

c. email
bapendalampungtimur@gmail.com

d. Instagram bapenda.lamtim
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Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Ide Komponen Uraian
7 Dasar Hukum 5. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
29 Tahun 2024 tentang Tatacara
pengelolaan Pajak Air Tanah;
6. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
31 Tahun 2024 tentang Tatacara
Pengelolaan Pajak Barang Tertentu;
7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
22 Tahun 2025 Tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Dalam  Rangka
Penandatangaan Dokumen Adminitrasi
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Kepada Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
23 Tahun 2025 Tentang Insentif Fiskal
Pelaku Usaha Hiburan;
8 Sarana, Prasarana Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor, Server,
dan/ fasilitas Akses Internet
9 Kompetensi Pelaksana | Menguasai dan memahami kebijakan terkait
Reformasi Birokrasi
10 | Pengawasan Internal |Pengawasan langsung dan pengendalian
intern yang dilakukan oleh pimpinan/ atasan
langsung pelaksana
11 |Jumlah Pelaksana -
12 | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan
dan Keselamatan
Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Ide Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pelaksana

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal : Maret 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

AGUS FIRMANSYAH LUKMAN, SE.,MM
Pembina TK I/IVb
NIP.19830829 1200501 1 004




B149-9SZL €280 dioL J [Bunanyd o9 quiag uop Aojag WonIe ) IS UL AN woa rewiBgumureryriavpuniedepuasdurpeas Ly wpureepuadeqo @ i:.ﬁ.‘....n.... v !_!d“
L

A siniest o oot ANWIL ONNdWY T
4 e Aamooios o1 HYVHIVA NVILVAVANId NVavd

> - -
“(101030W 0101 BPUDL) IDWOD 1NYCISE Busp USEP LBP LddS UOIDIOGUS UDBUDIBIEN 10INS OL o E
« WP ong) 10ung b :
(199 wofed ¥0fa0 uouoyowed Nun) son iu......,.ztg..s-s_.. ST LWep ‘epadoyo | o
(2d-88d LddS LUPPIDqW u < ynyunjuoieio d fo 1ddS . . %—b
(zd-98d ¥*(Q0 wowsad X ) HUNDI8) UNYEY BSd LAdS IISO UORIIOIOW § U.L_g..:( ISA .—
‘(a88) @1HdE Uni01es Joins AdDD0I0Y § 4
swag orodey [=] [=]
HOP YouD ) UBBUDIAIEN 10INS 119G [on SNY/NOH /WH IPHLURIeS | youe | uoxjjiwaday nang tunun«.n..
yalgo yoysequad 10ins dwoy) 40d§T uep (Holod xalgo uonyoisequiad 10ins) 4OdS ISiBUBK ©

.x!..‘..x:lu......c!t.n%.g«

Zd-96d UbuoAo|ag 1040

zd-I93d T._ Heleg qitem
dddsS M43 L SMIAAUQ LdIS ‘

weuwesf)jag ceoniayd Sunsmpusg nweuwene)ag
2 SGUAD A)NUWIC_Y Usunsoq) e Sua)aly etaly P LWeaejepuay J@ﬂmn- qice oy
ue e A 73 ANWMUC_J IsSa|y uesMY eIy

sy vy e (il Td - G8d Pfod upupholad an|y

Zd 99d LddS JVIVd NVNVAY13d 3NV

_ 7d 44d LddSVIVd NVAHVLIIA9INAd LVHNS NVHOdVTad
7 STANAIAD0Ud ONILVIIJO QHVANVLS

HVYAVU NVLVdVANEd NVAVvd
r UNNWIL ONAJIAVT NALVANE VI HV.INIHAW AL




9118-9522-6260 ‘19 JOWON 1BUNGNYBUSIY DFI@ UDIDADQUISY UDP UDUDADDG HOXIOL [FOWIONI XMUN 0D TreWBPEWEYEIIEpURTedepULdUTPEGD Ly WTIIE[ EPUAATGD (O] e sy

ol19) HOH § |DWISHD <- JIPISI0N ¥i
ofie) HOH Z-4 <- PPIMPUI €L

g.

ANWIL ONNIWY awéh.rs;.rm;.
HVYAVd NVIVdVANId Nvavg oo

a0
SIHO Wep ‘epadoo |
‘YABWMEY) Yy ‘FBA8WOoPU]

‘dMdN Adoo0ojog Zi &
‘W1 £8090304 1} \\:.\:.a\“ A

{194910w $0I0IP DPUD]) JOWDD INYoIeBus UDBUSP DSBP LIOP LddS UDIDIDqUEd UDBUDIBISYN 1DINS 0L Mgy \\ m M 2
‘(uonosonIp 0)1q) DSON) J0INS b ) d

}

‘(niog wolog nelqo uouoyow.ad ynjun) s0ies yofod %a(qo Ldds Adoooiod 8
(2d-89d 1ddS uojoioqued uouoyowsad ¥NIUN)upioIoquisy uouniolp Buok 1dds uoxidweel
(24-88d %2(q0 1501l UDUOYOWId ¥NUN) “JYNDIB) UNYD) BSd LddS HSD UDRIIdWDIeN 9
‘(88S) 81Hd8 uoio}es Joins 020104 §
‘oseq ojodey
1op youo | UDBUDIAIBY 1DING 118G [ON] SPY/NOH /WH 1PLIISS : Youo uoyjiwaday Ang to_ao“nu ¥
‘o
welqo uonyoisequed 10uns upiidwol) JOdST uep (1ofod »efqo uonyoysequad J0ins) JOdS 151BUBK €
(%7 d 1) nefod qifom 11 seyunepu] Adooojoy Z
‘uDuUOYOWIaY oyuD|g 1S1BuBl |

2d-88d uoupipjed yoiok

ueuefjag seoniay
¥ JSqWMI~ Mo 4
uwenveaaRUay

Sunynpuayg

UWalunoq) IdeyBUa)aly
g ApNao_j Iseualy

sy wng e ([ Td-88d fod upuvhvjag in)y



ouig ve. 4 uop 4 WONIDL EOUIIGIUT HMUN \ HNWIL ONNdWYT e e vt
12270 f “ NOSH3d 13VINDI ™
i e i i DR HVHIVA NVLVAdVANId NVavd
: b for e oo QLT D :
; ‘oupsn uiff 18ang £ S .m#g ) & i Ih.. res
s e TR L) Swsyy I9aswopul
liesenmia one) seonst ieins v SUunchuwe] Jueg : I asfheg r

DOy IBNSDS ETEY ASAESqUB|y

swopjay uouodojad 1010Ag

M\ =
M) eley
SIS AdLIS/AIAS I QTEM SMADUC) —

weley aoqeaadQ UGAD_| Ad_LIS/AIAS

. 9?660

A " e
B:JB&(I.Fl ..0‘.
usuwef)ag nd.ﬂ:auﬂ“ b gjii)mﬂ r grﬂwwpﬂwﬁuﬂn& = Suwesep
Plan Iher C ! mu-‘&m-uf—
Q;m.ﬂhﬁﬂﬂﬁ”ﬂ. i w hﬂﬁm\w.._-L nﬂ\_ﬂ_ﬂi ues S Sy Heteg qAteMm
G svwovgg iy fal awppjay dyriog uvuviAvjad anjy

FWVIATY IIVIYd NVNVAVYIAd dNTVY

HAVTITY AVIVAd NVOAHVLIIAGINAd LVHAS NVIOd VTad
STANAIADOUd ONILVHIJO MAVANVILS

HVUYAVU NVLVAVANId NVAavd
YNWILL ONNJIAVT NALVANEV HVINRIAW AL




moo rembgumuregrisvpueredepuaduepeq Ly wmurerepuadead (o) T g et @ AUV

FNWIL ONNdWY
HVHIVA NVILVAVANId Nvavd

:::::::::::: - P el Gl
VaNMvVES u e . et AR :
ntn iy s s s e semene o : 4 usiDse|ekuSg MXOM CRBUCS STHY LWep ‘@padowo |
Vs el ; b . g
AR PR T, Mounchuwe] Jueg : I aeheg
OIS Wvies GibiA 140 SRl descend ¥ DPOY| IBNSDS METEY ASAEqWmBy
youoy y 8 v Aojad JoIDkg
sue | vyemeg esey
yeue | yemeg Ay Ay QADLIS/QAIAS QATEM SWMIADUQ
JECEg A0qeADdO UGS | AdLIS/AIAS %
oxbusy Buniny 29
e o
1""' JF.\’ .3
uweuweR)jag seenlay L ?SJJQSMN_. -H-M)\.GML"QUQ 2 Suesep
vy deSua|aly AN !
ki W@j@afﬁ.suu - Jn..ﬂ_;. o 7 Lcum\m.oL ..n_.ﬂ;u_S ueME) S WOV S

s wovge s fol youo ] Yomog a1y dyofog ubuvivjad anjy

HVYNV.L HYMVSE YIV )IVLVd NVNVAVY13d 3NV

HVNVL HVAAVE JIVIVIVd NVOHVLIAAGINTd LVHOS NVIOdVTad
STANAID0Ud ONIIVIHIO GIAVANVLS

HVIAVU NVLVAVANHd NVAVH
UNANWIL ONNJIAVT NALVANEV HVINRIAN AL




zzzzzzzzzzzz | Sggﬁ_agggag I~ ummerepuadeaes (o e S vy %
VaNEdvE D A ©

kst Wi S} ANWIL ONNIWYT zuaﬁu:mh.%.a
g et e Ean i T TR g g «:.nﬂ..x A HVIIVA NVLVdVAN3Id NVvavd
ol433 DM § IOUWIENOW <= JRNOION £ \,QBU.%} 2 =
borma sormoorshons moames Snver & SIHO \ep ‘sipadoso |
{jesenmq ong) osony jeung 5 .fg&( a“ﬂ&gﬂ
vousvg toewo weseder s sanchue] jweg : |
Byt s oion ) o oo s U SPOy IS ETEY ASAEqWwm
I3L0H uouoioiay Joioig
310 we<eg
1310+ J—mﬂ-@n‘ AdLIdS/AIAS qITeM SWIiag
Aaocqeaado UQaD | QAdLIS/AIAS
doybuey Buoany %°
:laﬂh_u.hﬂhﬂ .»‘.i}
) X Pr=pr=—or=s
ceon =d CSueqep
neuneRjay 394 Sunsnpusy =)
o+ EqWD Ao 4 UStunsioq Idem S| Ly o i Liesejopue ecey qiItem
uemea = g Apnao_j IsISialy uesM a4y - -

g g e i [93OH ofog ubuvhojag 4npy

T3L0H (1r9d) NLNILYIL VSVL Uep ONVIVE VIV NVNVAV13d 3NV

TALOH Lrfdd NVAHVLIMAGNAd LVINS NVIOdVTAd
STANAIDO0Ud ONLLVIAIO AYVANVLS

HVYAVA NVILVdVANAd Nvavd
ANALL ONNJIAVT NALVANI VI HVINIIAW AL




NAWIL DNNAWY A wod rembgumurenpesavpueredepuaduepead Ly winurewpuadeqas @

Yansdave T
5 ] ANWIL ONNdWYT —
HYVYHIVA NVLVAdVAN3Id NYavd o

SIHO Wep ‘sipadoo |
‘Faswmed)ly ‘Feasmopa]

@0LE-SILE-LZ80 .‘.I sowop BungnyBusiy 9518 UDIDADQWE UDP UOUDADIB HONIS | SDULID UL NN /

Bl185 14DH § [DWISHOI <- JIABION =«
! O 1IOH Z-4 < - PPIAIPY] -

‘(1esonma ong) osony 10ung §
‘OYOSN UIT] 10ING ¥
1WSwWo do ¢
DM/ din) wolog afom ....o _.3.5-!.- a.lo!c; u

14 uop 12 Aojag yoioksg
ustunily netanalLy we<eg
uep ueue~ey uep heuneeLy QTeM SWAa3Ug

eteyg aoqeaadp QAdLIS/QAdAS ¥+=2 L | QAdLIS/AdHAS
g = e A i

1WE|¥ J__. g

usueR)ag ceoNIay Sunspuag weusie)ay Ssuweqep
Ustun~og Ide~SUa) 3y eTaly 1P LWeueljepuay
esBu T T S
kg HAY S YGRS T M. uBWNUIA UBP ubuRP yrlog ubuviAvjad injy

NVY0LS3Y 19d NYNVAV3d an1v

NVIOLSHY Lrdd NVAHVLIRIAEINAd LVHAAS NVHOdVTdd
STANAIDO0Ud ONILVIAJO MAVANVLS

HVIYAVA NVLVdVANId NVAvd
HAWIL ONNdIAV T NILVINE VI HVINRIHWAd




woa [remibgumureyeiavpuwryedepuaduepeqd Ly mpurerepuadeqe @ Sl SV ¥ U TN
bl

FNWIL ONNdWYT . g S

COLE-SIB 1280 ‘dioL N IBunanuBuely USIE UO, qQuisy uop ADjB g BONI | 1SOULI U] ¥riun T RRF) w\ - NOSH3d 1IVINDD ™
nnwis cmoswes M L & 9 HYVH3IVAJ NVLVAVAN3Id NVavd : -
i e e e B s s o Gomeetohues orem enBveL SIHO Wep ‘epadomo | ;

Wedidining 1fus e Whose) SFTAING ST Dolv S ‘FaSME) Yy ‘FASWMOoPUA] r
YD v st M Guncume] juweg =17 0=]
‘I d1N) wefod aifem Vi et jo.ou.w PPy IENCDS l—qqm d Lmﬂﬂmjs

Niaysi] oBoua | ubuohAo|dd 10IDAS

“aqem) eeeus | =<ey
‘ Aqe] Seeus | AdLIS/QAIHS AVE M SBUq
wetey «cqeqaado UFAD_| QAdLIS/AIAS
||qu..-qslh.,|.|§b

unjosnAsiag
ojiqody .
b > - === _ .II .
ueuneRjayg ceongayg Sunspuag S
) o) IcheGla S9N 1P LWeuejepus, SIepP
ﬂ.._w..”_rruuutmh.“,!) i SN....‘H.JE._.C _n?ﬁhl%lsgjﬂ) eteg qItem
oS ey ol 3143817 ©BoUS] Holog UubUuDAD|ad An)Y

NVIVL NVONVHIN3d (Lr9d) NVNVAVI3d 3NV

NVIVE NVONVHINAd Lr9d NVAHVLIMTAgNId LVINS NVHOdVTad
STANAAD0Ud ONILVIIJO GAVANVLS

HVYAVA NVLVdVANAd NvVavd
ANNIL ONNJINV T NALVANEV HVINIIAWAL




ANWIL ONRIWYT A 4 woo rrrabgupuregeasvpurirdepuaduvpeqe Ly Wwreepuadea (o) e . S aae
@@EME,M ; ANWIL ONNdWYT
i e o o o e HVHIVA NVLVdVANId NVvavd

SO Uep ‘Spadomo_|

LOLE-SHIB-4Z80 diey N 1BungnyBusy osi@ qua g uop Ao|ag HONI® ) (BDWIO U]

{433 LIOH § IDWISHOW <- JHIRSION 9

(oreg umreserelung minom HOVE s Ca ‘FaSME Sy ‘FPASMMOoPU]
ovonma ong) exenx 1oins v Foundwe] Jueg
0N/ 410 wolod o 110 sowepu 4020104 2 PPy IBNEDS ETEY ASAEqUB,y

NVHNEIH uouokojad 01045

NV HOITH 1evey
B B QdLIS/QAIAS ATEM S UG
&l\ﬂuﬂlﬁ_\ Buoany ‘°
L »2.9&.\3

L Py :

uweuweRjag seeongay Sunspuag ﬂ\-ﬂ%

st ] S|y -2 1P gm&%\—o
e e Rl | et gl %eq A

g s e i WBANQIH dfog ubuvivlad anjy

NVNEIH (Lr9d) NLINILY3L VSVL uep SNVUVE JVIVd NVNVAVIAd 3NV

NVINGIH Lrdd NVAHVLRRIZ9INEd LVIAS NVHOdVTad
STANAADO0Ud ONILVIIJO MAVANVLS

HVIAVU NVLVdVANAd NVAvd
YNWIL ONNJIAVT NALVANEV HVINRIANAd




:::::::::::: A woo rembpummrepyeiavpueyedepusduepea by - wWmuE vpuadvad (o) R~ e i

Vanadva S ,
< L. i UNWIL ONNdWYT .Mﬁii....nitr::i
soLE-S118-4280 dIoL | iowon 1BUNaNyBUSH DEIE UBISADYUIS S UDP UDUDADIEG DRI L (SBULIOIUT AN HVH3IVd NVLVAVANId NYavd  NOSH3d L1IVINDD T

H S IDWNSHO I <= JONSION L % 1
Edk-“”liushuou T fit .:.Rn} P p———— Hm_
- SRS ‘FaSWE)) Yy ‘Foacsmopla]
.....“.....“.r“.......ws...o..n...r:.h...” ¥ouncuwe] Jueg : Ip asheg =137 [=]
(M7 dAN) wolog arom .u.n -3..8...‘._. t.o.aoues m “1 o — e ﬂ- mnw .L.mﬂmﬂ‘;
HINHVJ uouoiAojad 10IDAS
DB vd 1eveg A vd ecey
e 0&0.._ X QAdLIS/ADHAS QTEM SWMAUQ
- o s S QAd_1LIS/AIHS
Nﬂ...ﬂﬂ Buouny ..m
- %ﬁi\s
s _ _l - === -
ueunef)ag seoniay Sunsmpluag Q\.mn—.%
WAL Laln 1S =V B P Weaegjepus
- m..”.:r“u e Jus_ = ] .._uﬁo!lw.wL _nﬂsﬂa ue SISy netey qItem

ey s s i AD]A0d dpfod upuvivjad anjy

ebbueqg

UIIUVd L[8d NVNVAV13d NV

UDAVd Lrdd NVAHVLIMAGNEd LVINS NVIOdVTad
STANAADOUd ONILVIIJO TAVANVLS

HVYAVA NVLVAVANTd NVAVd
UNWIL ONAJIAVT NALVANE VI HVINIIANAd




woo Irub@unuerIavpUETEdEpuaduTpea e wnmep Epuadead (o) s MENORL Y W

LTt -..H
COLE-SHB-1280 ‘D181 JOWON 1BUNAnYBuUSiy DEIE UD.IDADQWS Y UOP USUDADIS HONIS L ISoW.ojul wewun R ETEE ANWIL ONNdWY gﬁ.iuﬂiﬁahsdhwl.uﬂﬁ -~
HYHIVA NVLVAdVAN3Id NYvavd

ol18) LUOH S IDWNSHDW <- JINSION £ \
ofsay oM 2-1 <- PPAPVL D 4
iojag uoiosejaiueg oxbuor

SIYD LWep ‘@padoo |
‘JASWMEY Yy ‘FRASWMOPU]

(1osen®g op@) osony 1oung S
osag clodey
140p YBUD L UOBUDISIBH 1BING 118G 1ON] AVV/NDH /WM 19%IHLISS | YOUD L UoNIIWede) INNE 44020104 v
‘@8d ldds Adosejoy ¢
Nequed uep [Enfuad (IX/diN) 11Q seIURepU] Kdooolog 2
‘(81HJE) OdSS oxuDia ONuUD|g 1118usK |

8.1Hd48 uouokojad 10104

QLHID 1eveg 9 1HJII
Aoqea2adO AJSS HA4=_L

— Pr=pr=—r="r=yn
usuefagy ceongag S npusg
> cmn.r..i Alpaao_j Ualun~oQ) Ide~Sua)aLy SN P LWeaeqjepus
uweEaafuay g AlpNWMIAC_J ISy ueMM )3y

..m.mﬂ sz s i @LHAE Yofod uvuvAvjad anpy

NVNNONVE uep HYNV.L Seje NYHIT10d:d V38 NVYNVAVI3d 3NV

NVNNONVE uep HVNV.L S8l IVH NVHAITOUAd VIS NVAHVLIMAFINAd LVINS NVIOdVTad
STANAAD0Ud ONILVIAJO QAVANVLS

HVIAVA NVLVdVANAd NVAvd
UNWIL ONNJIAV T NALVANEV HVINIHIW AL

—




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

STANDARD OPERATING PROCEDURES
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

ALUR PELAYANAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

Alur pelayanan Pajak Minerba ¥ Cuuse. #iouak g

e . Me Menrnayisi Formulir & Me ralkawn
Waiib Pazak osammﬁ_wq_.»%\_uw_ﬂtﬁ. Melevmkapi Dokumein Formulr kembali ke
datavna Pelavuanan Pendukuna Petuaas Peluanan
: 1
= e i = i

SKPD/SPTPD Terbit Operator Paiak

Diterma Waiib SKPD/SPTPD
Parak MINERBA
Syarat Pelayanan MINERBA

bayar Pajsak Sesuai Kode 2 Fotucapy indetinias D weps Pojak (<TP/KIG.

Indomaret, A famart, i
Tokopedia, davny QRIS

P BADAN PENDAPATAN DAERAH T —
BT & WOTEL ~ovbeier LAMPUNG TIMUR . ,ngmg@»
e e (@) @bapendalamtim ™ @badanpendapatandaerahlamtim@gmail.com SV W CAMPuNG TimuR




